BAB V

PENUTUP

51 Kesimpulan

Berdasarakan hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh
penulis, maka ada beberapa hal atau intisari-intsari yang dapat disimpulkan sebaai
hasil akhir untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif proses penkajian
mengenai Urgensi Pelibatan Mhakamah Konstitusi dalam perubahan Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Antara lain:

1. Urgensi pelibatan MK dalam perubahan Undang Undang Dasar di dasarkan
pada beberapa hal, antara lain:

a. Hasil perubahan konstitusi yang berlangsung pada tahun 1999-2002
mulai dari amandemen pertama sampai dengan amandemen ke empat,
merupakan perubahan konstitusi yang sangat kompromistis hal ini
dapat dilihat dari banyaknya kelemahan yang terdapat dalam
konstitusi hasil amandemen pada masa transisi menuju reformasi
konstitusi tersebut, adapun kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:
Srtuktur lembaga parlemen indonesia yang tidak lazim misalnya
kedudukan DPD yang sangat imperior di banding dengan DPR yang
notabene merupakan sama-sama perwujudan legitimasi kedaulatan
rakyat, Sistem pemintahan presidensil yang seakan bercita rasa
perlemen dimana terjadinya kekuasan legislatif yang sangat

mendominasi  (legislatif heavy), masalah inkonsistensi yang



menyangkut bagian mana dari UUD 1945 pasca-amandemen yang
tidak dapat diubah atau dapat diubah dengan persyaratan tertentu., dan
susunan dan sistematika UUD 1945 setelah diamandemen menjadi
rancu dan tidak proporsional.

. Ekssistensi MPR sebagai lembaga politik yang orientasinya adalah
kekuasaan merubah UUD NRI 1945 yang notabene sebagai alat
pembatasan kekuasaan. Dengan berkaca hasil amandemen UUD NRI
1945 dari amandemen pertama sampai dengan amandemen ke empat
banyak terdapat kompromi politik yang terjadi di antara elite politik
yang melahirkan Kehendak-kehendak yang bersifat politik, yang
kemudian diperdebatkan dan mengalami kristalisasi pada tingkat
suprastruktur yang dalam hal ini adalah anggota MPR sebaga aktor
politik yang kemudian outputnya adalah rumusan politik hukum yang
terdapat dalam UUD. Oleh karna itu perlu adannya mekenisme
supremasi konstitusi dengan meruba UUD tidak hanya pada satu pusat
kekuasaan.

Perwujudan MK sebagai The guardian of the constitution

. Pelakasanaan prinsip Checks and Balance System maka untuk
membangun keseimbangan politik hukum perubahan UUD NRI 1945
maka penting kiranya ada lembaga yang dapat menyeimbangi adanya
kepentingan politik yang besar dari MPR sebgai lembaga Politik dan

lembaga yang di maksudkan oleh peneliti adalah Mahkamah



Konstitusi sebagai lembaga yang merepresentasikan kedaulatan
hukum sebagai penguatan prinsi negara hukum.
2. Konstruksi hukum pelibatan MK dalam Peubahan Undang Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
a. MPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang
istimewa. Dituntut untuk membuat suatu mekanisme perubahan
konstitusi yang partisifatif dan populis. artinya MPR harus membuka
diri dari monopoli perubahan terhadap Konstitusi atau UUD NRI
1945 dan mempersilahkan bagi suatu mekanisme lain yang dilibatkan
dalam perubahan konstitusi. karna untuk menghasilkan konstitusi
yang bersifat konstitusionalisme bukan merupakan suatu hal yang
mudah. apalagi jika kemudian dihubungkan dengan lembaga MPR
sebagi lembaga Politik, maka akan ada kemungkinan suatu
kompromisasi perubahan konstitusi yang tidak terlepas dari
kepentingan politik praktis. Seperti yang terjadi di awal reformasi
konstitusi, banyak  kebenaran-kebenaran  yang  sifatnya
konstitusionalisme di kesampingkan demi kebenaran yang bersifat
politik praktis jangka pendek dan elitis. Itikad baik (Potilitcal
goodwill) dari MPR dalam melakukan perubahan terhadap UUD NRI
1945 menjadi suatu keharusan bagi terlaksana dan terciptanya
mekanisme perubahan konstitusi yang konstruktif. Dengan demikian,
maka melibatkan mahkamah konstitusi dalam perubahan UUD NRI

1945 merupakan salah satu itikad baik dari MPR melalui mekanisme



perubahan konstitusi yang berkeadilan dan terciptinya mekanisme
chack and belances.

Dalam konteks pelibatan MK dalam perubahan UUD (gagasan
amandemen ke-lima), MK tidak dilibatkan sejak awal proses
perubahan UUD. Namun jika setelah komisi konstitusi menyelesaikan
naskah perubahan yang telah didasarkan pada masukan dan aspirasi
masarakat, barulah naskah tersebut di serahkan kepada MK untuk
dinilai apakah naskah perubahan tersebut bertentangan dengan prinsip
dasar konstitusi yang berdasarkan pada pancasila. Jikalau MK menilai
terdapat perbedaan dari naskah perubahan dengan prinsip dasar
kosntitusi dan tidak berdasarkan pada jiwa pancasila, maka komisi
konstitusi diberikan kesempatan untuk memperbaiki naskah tersebut.
namun jika naskah tersebut sudah sesuai dengan prinsip dasar
konstitusi, maka naskah tersebut dapat diserahkan kepada MPR untuk
disahkan sebagai naskah resmi perubahan UUD 1945. Dan sebelum
diserahkan kepada MPR untuk mendapatkan perjsetujuan dan
penetapan dalam sidang paripurna MPR, maka terlebih dahulu
diserahkan kepada mahkamah Kkonstitusi untuk mendapatkan
penilaian dan apabila penilain MK meyatakan bahwa perubahan
konstitusi tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai konstitusionalisme
dan sudah sesuai dengan prinsip dasar konstitusi yang bernafas
pancasila. Maka Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan sertifikasi

terhadap konstitusi hasil rancangan komisi konstitusi tersebut. Hal ini



akan menjadi sebuah mekanisme kerja yang akan semakin
melegitimasi hasil kerja komisi kosntitusi, sebab di samping telah
memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat, adannya hasil
penilaian MK terkait dengan hasil kerja komisi konstitusi yang tidak
bententangan dengan prinsip dasar konstitusi, maka akan membat
semakin kecilnya kemungkinan MPR menolak hasil kerja Komisi
konstitusi atas dasar kepentingan politik dari MPR.

Rumusan norma pelibatan MK dalam perubahan Undang Undang
Dasar 1945 melalui amandemen ke-V yakni dengan menambahkan
satu ayat pada pasal 24C tepatnya pada ayat (3) yang berbunyi
“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan sertifikasi konstitusi
terhadap hasil perubahan konstitusi yang dilakukan oleh komisi
konstitusi sebelum diserahkan kepada MPR untuk ditetapkan sebagai
naskah hasil perubahan Undang Undang Dasar”, dan pada pasal 37
tepatnya pada ayat (5) yang berbunyi “Dalam hal pengkajian setiap
usulan perubahan terhadap Undang Undang Dasar diserahkan
kepada Komisi konstitusi dan hasil pengakajian komisi konstitusi
diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan sertifikasi
konstitusi dan selanjutnya diserahkan kepada MPR untuk ditetapkan

sebagai naskah hasil perubahan Undang Undang Dasar”.



5.2 SARAN

1.  Pelibatan MK dalam Perubahan UUD NRI 1945 meruapakan suatu hal yang
sangat penting untuk mewujudkan konstelasi sistem ketatanegaraan yang
baik guna menghasilkan perubahan terhadap konstitusi atau UUD NRI 1945
yang bersifat the people of the constitution dan hal akan dapat tercapai jika
seluruh elemen bangsa (pihak terkait) mau bekerjasama untuk mewujudkan
hal tersebut misalnya, menafikan kepentingan-kepentingan kompromi politik
dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sebagai tujuan utama.

2. Menyoal tentang wacana amandemen Kke-lima, maka perlu kiranya
mahkamah konstitusi dilibatkan secara konsekuen, sebagai anutan supremasi
konstitusi dan mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai pilar penting
untuk mengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Adapun
pelibatan MK dalam perubahan UUD 1945 melalui amandemen ke V, dengan
mengamandemen UUD 1945 pasal 24C dan pasal 37 tentang perubahan UUD
1945 dengan menambahkan kewenangan MK dalam memberikan sertifikasi
konstitusi dan menekankan bahwa MPR harus berpedoman kepada sertifikasi
konstitusi oleh MK dalam menetapkan hasil perubahan UUD 1945 hasil
amandemen.

3. Hasil rancangan komisi konstitusi harus mendapatkan sertifikasi
kostitusionalisme dari mahkamah konstitusi sebagai penjaga marwah
konstitusi agar tetap berada jiwa pancasila.

4.  MPR dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi atau Undang Undang

Dasar wajib untuk menyusun mekanisme terkait dengan political goodwill



dari perubahan UUD NRI 1945 dengan mekanisme pelibatan MK melalui
sertifikasi konstitusi, dimana pelibatan MK ini wajib untuk dinormakan di
dalam Undang Undang Dasar 1945 melalui amandemen ke-V sebagai
legitamsi MK dalam memberikan sertifikasi konstitusi.

Sertifikasi konstitusi oleh MK menjadi acuan bagi MPR untuk menetapkan
hasil perubahan terhadap UUD NRI 1945,

Rancangan terhadap perubahan UUD NRI 1945 diserahkan kepada Komisi
konstitusi sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh MPR dan hasil
rancangan dari komisi konstitusi tersebut diserahkan kepada MK untuk
memperoleh legitimasi konstitusi (sertifikat) dan selanjutnya diserahkan

kepada MPR untuk di tetapkan pada sidang Paripurna.
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